BAB I

PENDAHULUAN
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Persaingan usaha yang tidal enyebabkan timbulnya praktik
monopoli dimana pasar hanya dikuasai oleh satu pelaku usaha.® Praktik
persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di dalam Pelabuhan Merak-

Bakauheni adalah penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar yang
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diduga dilakukan oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
(Persero) selaku posisi dominan di pasar jasa kapal penyeberangan Merak-
Bakauheni.

Dalam pasar penyeberangan Merak-Bakauheni PT. Angkutan

Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) memiliki posisi dominan dan
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Utif Pelabuhan Merak-

Bakauheni, pelaku usaha yang memiliki akses terhadap essential facilities

menutup akses bagi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan essential

4 Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2017 Pelabuhan adalah
tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran



facilities tersebut.®> Pelaku usaha lainnya sudah mencoba untuk menggunakan
akses terhadap Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak-Bakauheni tetapi tidak
ada yang dapat menggunakan akses tersebut karena adanya beberapa
hambatan. PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) dapat

mengontrol jadwal penyeberangan di Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak-
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GAPASDAP ini tidak berfungsi dengan baik karena dapat memihak kepada
salah satu pihak yang mempunyai posisi dominan dan memenangkan pihak

tersebut sehingga kenetralan dalam bermediasi menjadi pertanyaan tersendiri

bagi perusahaan-perusahaan swasta, lagipula perusahaan-perusahaan swasta
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mempunyai kewajiban untuk membayarkan uang kepada GAPASDAP
sebagai iuran untuk GAPASDAP ini agar dapat menjalankan fungsinya
dengan baik dan juga supaya GAPASDAP ini tetap ada untuk pihak ketiga
jika ada persengketaan antar pelaku usaha di pasar bersangkutan. Walaupun
pelaku usaha lain yang tergabung dalam GAPASDAP masih kurang percaya
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dominan sebagai keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing

yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang
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dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya
di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan,
kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk
menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Dalam hal
ini dapat dikatakan posisi dominan dikuasai oleh PT. Angkutan Sungai Danau

dan Penyeberangan (Persere n Badan Usaha Milik Negara.
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bagi banyak orang, biasanya hak memonopoli ini diberikan jika menyangkut
kebutuhan masyarakat banyak.’

Yang menjadi masalah adalah jika adanya penyalahgunaan posisi
dominan. Penyalahgunaan posisi dominan kerap sering terjadi didalam suatu
pasar usaha. Penyalahgunaan posisi dominan telah diatur di dalam Pasal 19

dan Pasal 25 Undang-Undang n,1999 tentang persaingan usaha.
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Danau dan Penyeberangan (Persero) tentang indikasi praktik monopoli yang

dilakukan oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero)

sebagai posisi dominan dalam pasar yang bersangkutan. Walaupun telah
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diajukan keberatan, tidak ada perubahan yang ditunjukan dalam dermaga 6

eksekutif Pelabuhan Merak-Bakauheni masih sama saja dermaga tersebut

dikuasai oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero).
Penyalahgunaan posisi dominan dari PT. Angkutan Sungai Danau

dan Penyeberangan (Persero) dikarenakan adanya penguasaan pasar di
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yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ataupun praktkik
monpoli masih dapat terjadi. Kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan
posisi dominan ini di dampakan pada pesaing usaha lainnya yaitu perusahaan-

perusahaan swasta yang ikut andil dalam pasar yang bersangkutan. Kerugian

10 prs. Suharsil dan Prof. Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hal. 11



yang dimaksud merupakan kerugian bersifat materil karena jumlah trip dan
muatan itu tidak sama porsinya dengan pihak posisi dominan.

Jika terjadinya penyalahgunaan posisi dominan, pihak yang
dirugikan akibat adanya penyalahgunaan posisi dominan dapat melaporkan
kerugian kepada_ Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya
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barang dan menaik-turunkan penumpang!*. Dalam Pelabuhan Merak-
Bakauheni terdapat 7 dermaga yang berfungsi untuk melayani konsumen
supaya dapat memasuki kapal penyeberangan. Dermaga 1,2,3,4,5 dan 7
memiliki fasilitas yang sama tetapi didalam dermaga 6 memiliki fasilitas yang

berbeda. Dermaga 6 yang merupakan fasilitas strategis di Pelabuhan Merak-

rangan dan gedung

Sesuai denga

Pasal 25 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha
Tidak Sehat dan Larangan Praktik Monopoli bahwa PT. Angkutan Sungai
Danau dan Penyeberangan (Persero) pemilik posisi dominan dapat diduga

melakukan penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar. Pasal 19

14 Bagus Deddy Andri Suharto, ”Perencanaan Dermaga Bongkar Muat PLTU Cilacap.
Tugas akhir, (Semarang: Universitas Diponegoro,2006), hal. 1l-1



1.2

1.3

dan Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar
kaan menjadi fokus penelitian untuk membuktikan PT. Angkutan Sungai
Danau dan Penyeberangan (Persero) Melanggar Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Larangan Praktik
Monopoli. Penulisan ini bertujuan untuk mencari tahu tentang persaingan
usaha tidak sehat yang ada didalam pasar penyeberangan Merak-Bakauheni.
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Tujuan  penulisa pertama adalah menemukan
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Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) atau badan lainnya dalam

Pelabuhan Merak yang mengatur jadwal kapal penyeberangan dan

membuktikan bahwa penyalahgunaan posisi dominan ini adalah hal yang salah

dan harus diberhentikan dan yang kedua adalah praktik monopoli di dermaga



14

14.1

1.4.2

6 yang dilakukan oleh PT. Anguktan Sungai Danau dan Penyeberangan
(Persero) yang membuat adanya iklim persaingan usaha tidak sehat dan juga
membuat kerugian bagi perusahaan kapal lainnya dan dengan tujuan
dibentuknya penulisan ini supaya praktik tersebut tidak dilanjutkan kembali.
Dalam tujuan penulisan ini diharapkan menemukan titik terang antara pihak
swasta dan pihak negeri dalam mengelola penyeberangan Merak Bakauheni
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Manfaat bagi perusahaan, bagi perusahaan swasta di bidang kapal
penyeberangan Merak-Bakauheni akan dapat memperoleh standar hukum
yang lebih jelas. Bagi PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

(Persero) manfaatnya adalah mengetahui batasan-batasan wewenang yang



diberikan oleh pemerintah dan juga dapat menggunakan posisi dominannya
lebih baik. Manfaat bagi penulis adalah sebagai syarat kelulusan

perkuliahan dan menambah wawasan serta membantu pihak-pihak terkait.

1.5 Sistematika penulisan
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BAB Il
Dalam bab ini berisika stode yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari kerangka pemikiran, sumder data, jenis data dan
metode analisis data.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai jawaban

dari pertanyaan atau rumusan masalah yang akan dikaji yang tercantum pada



BAB I. Penulis menjabarkan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yaitu
bagaimana standar hukum di Pelabuhan Merak untuk mengisi setiap dermaga
yang ada dan bagaimana praktek monopoli PT. Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan (Persero) di dermaga 6 dan apa sikap perusahaan swasta

terhadap masalah tersebut.

BAB V PENUTUP




